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BUPATI SEMARANG 

 
 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG 
 

NOMOR   9   TAHUN   2013 
 

TENTANG 
 

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN  

MINUMAN BERALKOHOL 
 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 
 

BUPATI SEMARANG, 
 

 
Menimbang : a. bahwa dalam rangka melindungi kesehatan, ketentraman 

dan ketertiban serta kehidupan moral masyarakat dari 

akibat buruk mengkonsumsi minuman beralkohol perlu 
adanya regulasi/peraturan yang berkaitan dengan aspek 
pengawasan dan pengendalian terhadap minuman 

beralkohol; 
 

  b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 
Tahun 2004 tentang Surat Ijin Usaha Perdagangan 
Minuman Keras/ Beralkohol (SIUP-MKB) Kabupaten 

Semarang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Daerah Kabupaten Semarang Nomor 19 Tahun 2006 

tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten 
Semarang Nomor 14 Tahun 2004 tentang Surat Ijin 
Usaha Perdagangan Minuman Keras/ Beralkohol (SIUP-

MKB) Kabupaten Semarang sudah tidak sesuai dengan 
perkembangan atau kondisi yang ada sehingga perlu 
ditinjau kembali; 

 
  c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu 
ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang 
Pengawasan Dan Pengendalian Minuman Beralkohol; 

 
Mengingat : 1.  Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945; 
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2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam 

Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 
3. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang 

Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga Dan 

Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652); 
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum 

Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3029); 

5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib 

Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3214); 
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang 

Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3274);  

7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan 

Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 

Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3817); 

8. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 

Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3821); 
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Dari 

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

10. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian 
Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4168); 

11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana  
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua 

Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 
12. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan 

Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4725); 
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13. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang 
Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4756); 

14. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha 

Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3611); 
15. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang 

Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5038); 

16. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang 

Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5063); 
17. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang–undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234); 

18. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 

Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5360); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1962 tentang 

Perdagangan Barang-barang Dalam Pengawasan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 

Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 2473) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2004 

tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 
Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-barang Dalam 
Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4402); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang 
Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 

Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3079); 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang 
Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983                  

Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 

tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 
Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang 

Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5145); 
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22. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang 
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II 

Salatiga Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 
Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3500); 
23. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang 

Label dan Iklan Pangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1999 Nomor 131, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3867); 

24. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang 
Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424); 
25. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 

Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah 
Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4737);  

26. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang 

Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 
27. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang 

Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan 

Peraturan Perundang-undangan; 
28. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2010 tentang Daftar 

Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang 
Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman 
Modal; 

29. Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997 tentang 
Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol ; 

30. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-

DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha 
Perdagangan sebagaimana telah beberapa kali diubah 

terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 
39/M-DAG/PER/12/2011 tentang Perubahan Kedua 
Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-

DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha 
Perdagangan; 

31. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-
DAG/PER/5/2009 tentang Ketentuan dan Tata Cara 
Pengawasan Barang dan/atau Jasa ; 

32. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 43/M-
DAG/PER/9/2009 tentang Pengadaan, Pengedaran, 
Penjualan, Pengawasan dan Pengendalian Minuman 

Beralkohol sebagaimana telah beberapa kali diubah 
terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 

54/M-DAG/PER/8/2012 tentang Perubahan Keempat 
Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 43/M-
DAG/PER/9/2009 tentang Pengadaan, Pengedaran, 

Penjualan, Pengawasan dan Pengendalian Minuman 
Beralkohol;  
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33. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II 
Semarang Nomor 10 Tahun 1988 tentang Penyidik 

Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah 
Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran 
Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Tahun 

1988 Nomor 17 Seri D Nomor 11); 
34. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 3       

Tahun 2003 tentang Ijin Gangguan (Lembaran Daerah 
Kabupaten Semarang Tahun 2003 Nomor 12 Seri C, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang    

Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten 

Semarang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Ijin Gangguan 
(Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2006 

Nomor 13 Seri C Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Semarang Nomor 6); 

35. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 3 Tahun 

2004 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran 
Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2004 Nomor 16 Seri 
C Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 

Semarang Nomor 2);  
36. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 16      

Tahun 2006 tentang Izin Bangunan (Lembaran Daerah 
Kabupaten Semarang Tahun 2006 Nomor 16 Seri C    
Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 

Semarang Nomor 13); 
37. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 16 Tahun 

2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi 
Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Semarang 
(Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 

Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Semarang Nomor 14); 

38. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 6       

Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 
Kabupaten Semarang Tahun 2011 - 2031 (Lembaran 

Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2011 Nomor 6, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang     
Nomor 6); 

39. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 3 Tahun 
2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran 

Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2012 Nomor 3, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang 
Nomor 2); 

40. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 8 Tahun 
2013 tentang Surat Izin Usaha Perdagangan (Lembaran 
Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2013 Nomor 8, 

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang 
Nomor 8); 

 
 
 

 
 

 


